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PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR  15  TAHUN 2019
TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Cirebon dan memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu mengatur prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dengan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diatur kembali prosedur mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Mengingat	:	1.	Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia           Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3502);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia      Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 
12. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014          Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang     Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas     Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
14. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 
16. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia            Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6018);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28          Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia        Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
27. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
28. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
29. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 97);
30. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016  Nomor 9, Seri D.6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	  :	PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh DPMPTSP;
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan        perundang-undangan;
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
15. Naskah Izin adalah bentuk draft sementara surat keputusan izin yang akan diterbitkan;
16. Perizinan tunggal adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk satu jenis izin;
17. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
18. Loket Informasi adalah Loket yang berfungsi sebagai tempat memberikan informasi perizinan dan non perizinan, dan merupakan bagian dari Front Office;
19. Petugas Loket Informasi adalah Petugas yang berfungsi untuk memberikan Informasi tentang Perizinan dan Non Perizinan;
20. Loket Pendaftaran adalah Loket yang berfungsi sebagai tempat permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan dan terdiri dari beberapa ruang loket pendaftaran, dan merupakan bagian dari Front Office;
21. Petugas loket pendaftaran adalah petugas pada loket pendaftaran yang berfungsi untuk menerima, memeriksa, meneliti kelengkapan berkas pendaftaran perizinan dan non perizinan;
22. Petugas Pengolahan dan Penerbitan adalah petugas pengolahan dan penerbitan yang berfungsi untuk mengelola dan memproses berkas pendaftaran permohonan izin,penetapan biaya retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), naskah surat izin untuk pemohon dan naskah surat izin untuk arsip Dinas, dan membuat surat-surat kedinasan lainnya serta dapat berkoordinasi dengan Tim Teknis dan/atau SKPD yang berhubungan dengan permohonan penerbitan perizinan dan non perizinan;
23. Loket Pembayaran adalah loket yang berfungsi sebagai tempat pembayaran retribusi perizinan, dan merupakan bagian dari Front Office;
24. Petugas Loket Pembayaran adalah Bendaharawan Penerimaan dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas yang berfungsi untuk menerima pembayaran retribusi perizinan;
25. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat  mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan;
26. Media Pengaduan adalah Media yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima adanya laporan atau keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik;
28. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan  DPMPTSP secara elektronik (online);
29. Satuan Tugas (satgas) Percepatan Berusaha di Kabupaten Cirebon adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal;
30. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan  menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen;
31. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (OSS);
32. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya;
33. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen;
34. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
35. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen;
36. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional;
37. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
38. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.


BAB II
TUGAS DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Bagian Kesatu
Tugas Pelayanan

 Pasal 2

DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

 Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu meliputi :
a. pemberian perizinan dan non perizinan baru;
b. perubahan perizinan dan non perizinan; 
c. perpanjangan/herregistrasi/daftar ulang perizinan dan non perizinan; 
d. pemberian salinan/duplikat perizinan dan non perizinan; 
e. legalisasi perizinan dan non perizinan;
f. penolakan pendaftaran dan pencabutan surat keputusan perizinan dan non perizinan; dan
g. pemenuhan komitmen perizinan berusaha terintegrasi.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

  Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan atas jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan.

(3) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melaksanakan proses perizinan dan non perizinan di Daerah wajib mengajukan permohonan Izin dan non perizinan kepada Kepala Dinas.


          Pasal 5

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada SKPD terkait.

(2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab SKPD terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.


Bagian Kedua
Jenis Perizinan Dan Non Perizinan

    Pasal 6

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru Perumahan MBR;
4. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah;
5. Izin Trayek;
6. Izin Usaha Penggilingan Padi;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
8. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
9. Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI);
10. Izin Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan (IPHPK);
11. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
12. Izin Optikal;
13. Izin Pemasangan Reklame (Non Insidentil) Papan / Billboard / Videotron / Megatron;
14. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;
15. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
16. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat.


      Pasal 7

Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.


Pasal 8

(1) Kewenangan DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas jenis perizinan dan non Perizinan yang dikenakan retribusi dan jenis perizinan dan non Perizinan yang tidak dikenakan retribusi.
(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. Izin Trayek; dan
c. Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI).

(3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
b. Izin Lokasi;
c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru Perumahan MBR;
d. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah;
e. Tanda Daftar Gudang (TDG);
f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
g. Izin Usaha Penggilingan Padi;
h. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
i. Izin Usaha Peternakan;
j. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
k. Izin Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan (IPHPK);
l. Izin Mendirikan Rumah Sakit (kelas C dan kelas D Pratama);
m. Izin Operasional Rumah Sakit (kelas C dan kelas D Pratama);
n. Izin Apotek;
o. Izin Toko Obat;
p. Izin Operasional Klinik;
q. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
r. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
s. Izin Optikal;
t. Izin Pemasangan Reklame (Non Insidentil) Papan / Billboard / Videotron / Megatron;
u. Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan;
v. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan;
w. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;
x. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

y. Izin Usaha Simpan Pinjam;
z. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Dalam Negeri, Perima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam Negeri;
aa. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.


    BAB IV
   TIM TEKNIS

              Pasal 10

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan, perlu dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari SKPD terkait.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan non perizinan.
(3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

              Pasal 11

(1) DPMPTSP meminta rekomendasi dari TKPRD apabila permohonan fatwa pengarahan lokasi memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut: 
a. Kegiatan yang bersifat Strategis Nasional;
b. Kegiatan usaha yang mempunyai dampak luas terhadap sosial masyarakat, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup; dan/atau
c. Kegiatan usaha yang belum jelas ketentuan mengenai pemanfaatan ruangnya. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Daftar Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS;
b. Berita Acara Tim Teknis;
c. Fotokopi KTP/KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas);
d. Fotokopi NPWP perusahaan;
e. Perusahaan Berbadan Hukum wajib melampirkan salinan Akte Perusahaan;
f. Studi kelayakan/FS;
g. Surat-surat Penguasaan Tanah;
h. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari DPMPTSP;
i. Izin tetangga yang diketahui oleh Kuwu dan Camat setempat; dan
j. Peta lokasi kegiatan usaha dengan skala 1:5000.


BAB V
LOKET PELAYANAN DAN PELAKSANA
PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Loket Pelayanan Perizinan

Pasal 12

(1) Dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan non perizinan, Dinas dilengkapi dengan Loket Pelayanan.
(2) Loket Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. loket informasi;
b. loket pendaftaran;
c. loket pengambilan; dan
d. loket pengaduan.

(3) Loket Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari beberapa loket yang disediakan Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 13

(1) Pelaksana pelayanan perizinan dan non perizinan terdiri dari pegawai yang bertugas sebagai petugas front office dan back office pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan, dan bertanggung jawab secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
(2) Petugas front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. petugas loket informasi;
b. petugas loket pendaftaran;
c. petugas loket pengambilan; dan
d. petugas loket pengaduan.

(3) Petugas back office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi petugas pengolahan dan penerbitan.
Pasal 14

Penetapan susunan pelaksana pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.


BAB VI
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Informasi Perizinan

Pasal 15

Pemohon mendapatkan informasi dari petugas loket informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua
Pelayanan Secara Elektronik/Online
(PSE)

Pasal 16

(1) PSE untuk pemohon perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Cirebon dilakukan melalui Website resmi yaitu dpmptsp.cirebonkab.go.id atau pada laman Perizinan Online DPMPTSP Kabupaten  Cirebon.
(2) Pemohonan perizinan dan non perizinan yang belum dapat dilakukan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara manual apabila permohonan pendaftaran izin telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dengan lengkap dan benar, sesuai prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemohon dapat memantau proses perizinan secara online melalui tracking system / monitoring, dimana pemohon menerima notifikasi proses perizinan online melalui SMS gateway dan mengisi survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
(4) DPMPTSP dapat melakukan penyesuaian persyaratan dan mekanisme dalam pelayanan perizinan dan non perizinan secara PSE dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga
Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 17

(1) Pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pemohon membuat akun;
b. Setelah membuat akun, pemohon mendaftar melalui website Perizinan online DPMPTSP Kabupaten Cirebon;
c. Setelah mendaftar pemohon mendapatkan pemberitahuan melalui short message service/SMS gateway bahwa pemohon telah terdaftar;
d. Pemohon mengajukan permohonan layanan perizinan dengan cara mengisi form persyaratan layanan perizinan dalam sistem aplikasi; dan
e. Pemohon membubuhkan tanda cheklist pada menu yang disediakan dalam sistem aplikasi sebagai pernyataan bahwa dokumen yang dikirimkan asli sesuai kebenarannya.
(2) Setelah Pemohon melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mendapatkan resi pendaftaran secara elektronik.
(3) Resi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan izin.

Paragraf 2
Verifikasi Administasi Oleh Petugas/staf

Pasal 18

Tahapan verifikasi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. verifikasi administrasi dilakukan oleh petugas/staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; 
b. verifikasi administrasi dilakukan terhadap persyaratan yang telah diterima secara elektronik; 
c. verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan untuk mengecek, meneliti kelengkapan, dan kesesuaian dokumen digital secara formal; 
d. petugas verifikasi wajib melakukan verifikasi atas permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik; dan
e. petugas verifikasi memberikan catatan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapat validasi dari Kasi Penerimaan dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan.

Paragraf 3
[bookmark: _Hlk1633494]Validasi Oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi 
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 19

Validasi pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Validasi dilakukan oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan, dengan tahapan sebagai berikut:
1. memeriksa kembali seluruh berkas digital; 
2. Kepala Seksi wajib melakukan validasi atas permohonan izin dan non izin sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik; 
3. mengembalikan kepada petugas verifikasi untuk di verifikasi ulang, apabila hasil pemeriksaan ditemukan adanya persyaratan dan/atau hal lain yang diragukan; 
4. melakukan penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan; atau 
5. memberikan catatan atas permohonan beserta kelengkapan dokumennya dan meneruskan kepada Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
b. Dalam hal permohonan yang memerlukan rekomendasi teknis, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis; 
c. Dalam hal permohonan yang tidak memerlukan Rekomendasi teknis, dokumen diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

Paragraf 4
Rekomendasi Tim Teknis

Pasal 20

(1) Rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tim Teknis wajib memberikan rekomendasi teknis atas permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik;

b. Tim Teknis mengirimkan atau mengunggah secara elektronik rekomendasi teknis melalui hak akses perizinan online.

(2) Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara permohonan dan persyaratan dengan kondisi lapangan, maka Tim Teknis membuat rekomendasi penolakan permohonan. 
(3) Setelah melakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis melanjutkan prosesnya kepada Kepala Bidang untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan administrasi dan teknis.

Paragraf 5
[bookmark: _Hlk1633709]Persetujuan Administrasi dan Teknis Oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 21

(1) [bookmark: _Hlk1634423]Kepala Seksi wajib memeriksa kembali berkas permohonan yang telah divalidasi oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi dan/atau yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Tim Teknis. 
(2) [bookmark: _Hlk1633731]Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan wajib melakukan pemeriksaan atas permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik. 
(3) Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan menyetujui atau tidak menyetujui permohonan perizinan dan non perizinan berdasarkan validasi dari Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan dan/atau rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
(4) Dalam hal Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan sependapat dengan Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan dan/atau Tim Teknis DPMPTSP, maka dokumen diteruskan kepada Kepala Bidang untuk dilakukan persetujuan Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan non Perizinan. 
(5) [bookmark: _Hlk1634597]Dalam hal Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan tidak sependapat dengan Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi dan Tim Teknis maka Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan melakukan penolakan permohonan perizinan dan non perizinan disertai dengan alasan yang jelas.

Paragraf 6
[bookmark: _Hlk1633267]Persetujuan Administrasi dan Teknis Oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 22

(1) Kepala Bidang wajib memeriksa kembali berkas permohonan yang telah divalidasi oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi dan penetapannya oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan dan/atau yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
(2) Kepala Bidang wajib melakukan pemeriksaan atas permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik. 
(3) Kepala Bidang menyetujui atau tidak menyetujui permohonan perizinan dan non perizinan berdasarkan validasi dari Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan dan/atau rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
(4) Dalam hal Kepala Bidang sependapat dengan Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan dan/atau rekomendasi teknis dari Tim Teknis, maka Kepala Bidang menyetujui atau tidak menyetujui permohonan izin dan non izin. 
(5) [bookmark: _Hlk1634182]Dalam hal Kepala Bidang tidak sependapat dengan Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan dan rekomendasi teknis dari Tim Teknis untuk menyetujui atau tidak menyetujui, maka Kepala Bidang melakukan penolakan permohonan perizinan dan non perizinan disertai dengan alasan yang jelas.
Paragraf 7
Pemberitahuan Kepada Pemohon 

Pasal 23

(1) DPMPTSP menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan atau penolakan permohonan perizinan dan non perizinan disertai alasan yang jelas secara elektronik. 
(2) Dalam hal permohonan perizinan dan non perizinan disetujui, maka DPMPTSP menyampaikan persetujuan secara elektronik kepada pemohon. 
(3) Dalam hal permohonan perizinan dan non perizinan tidak disetujui, maka DPMPTSP harus menyampaikan alasan penolakan kepada pemohon. 
(4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada    ayat (1), menggunakan sistem aplikasi dan/atau Short Message Service/SMS gateway.
     
Paragraf 8
Pembayaran Retribusi

Pasal 24

(1) Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. setelah menerima pemberitahuan, pemohon izin melakukan pembayaran retribusi pada Bank yang ditunjuk;
b. apabila pemohon tidak melakukan pembayaran retribusi, maka permohonan izin ditolak secara elektronik dan pemohon harus melakukan proses permohonan izin kembali.
(2) Khusus untuk permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak dikenakan retribusi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 9
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Pasal 25

SKM pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pemohon perizinan dan non perizinan yang telah disetujui, harus melakukan SKM melalui proses perizinan secara online
b. dalam hal pemohon tidak mengisi SKM, maka sistem aplikasi akan mengingatkan pemohon setiap 2 (dua) hari sekali sebanyak 3 (tiga) kali; 
c. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b pemohon tetap tidak mengisi SKM, maka permohonan izin dan non izin ditolak secara elektronik; 
d. dikecualikan bagi permohonan izin yang dikenakan retribusi, dalam hal sudah memenuhi kewajiban pembayaran retribusi, proses pencetakan perizinan dan non perizinan dapat ditangguhkan sampai dengan pemohon mengisi SKM. 

Paragraf 10 
Penandatanganan Dokumen Perizinan dan non perizinan

Pasal 26

Penandatangan dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan melalui penandatanganan secara manual atau elektronik oleh Kepala Dinas.

Paragraf 11
Pencetakan

Pasal 27

(1) Pencetakan dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 
(2) Petugas pencetakan wajib melakukan pencetakan atas dokumen izin dan non perizinan sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik. 
(3) Pencetakan dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan dengan menggunakan kertas khusus. 
(4) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas wajib melampirkan daftar hasil pencetakan perizinan dan non perizinan sebagai bahan laporan Kepala Bidang kepada Kepala DPMPTSP. 

Bagian Keempat
Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Secara Manual

Pasal 28

(1) Petugas loket pendaftaran dapat memberikan formulir permohonan pendaftaran izin kepada pemohon untuk diisi dan dilengkapi persyaratan izin yang telah telah ditetapkan sehingga menjadi satu berkas permohonan pendaftaran izin yang lengkap dan benar.
(2) Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan izin yang telah ditetapkan sehingga menjadi satu berkas permohonan pendaftaran izin yang lengkap dan benar, selanjutnya menyerahkan berkas tersebut kepada Petugas loket pendaftaran pada loket yang telah disediakan.
(3) Setelah berkas permohonan pendaftaran izin diterima oleh Petugas loket pendaftaran, proses selanjutnya adalah sebagai berikut:
a. petugas loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran izin serta menyiapkan formulir pemeriksaan/pengecekan berkas persyaratan permohonan pendaftaran izin dan non perizinan; 
b. apabila berkas permohonan pendaftaran izin yang telah diterima dan diperiksa oleh Petugas loket pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka secara langsung dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dengan benar;
c. formulir pemeriksaan/pengecekan berkas persyaratan permohonan pendaftaran izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya diberikan checklist dan/atau catatan kelengkapan persyaratan izin, dan ditandatangani oleh petugas loket pendaftaran pada kolom tanda tangan petugas sebagai bentuk telah melaksanakan pengecekan kelengkapan persyaratan/berkas permohonan pendaftaran izin;
d. Apabila berkas permohonan pendaftaran izin yang telah diterima dan diperiksa oleh Petugas loket pendaftaran sudah lengkap dan benar, maka: 
1. petugas loket pendaftaran melakukan pengisian data penerimaan permohonan pendaftaran izin;
2. menyiapkan formulir tanda terima berkas permohonan pendaftaran izin untuk proses;
3. menyiapkan formulir disposisi permohonan pendaftaran izin; dan
4. menyiapkan tanda terima berkas permohonan pendaftaran izin untuk pemohon.
e. Formulir pemeriksaan/pengecekan berkas persyaratan  permohonan pendaftaran izin sebagaimana dimaksud pada huruf c dan lembar disposisi permohonan pendaftaran izin sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Penerimaan dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan dengan melampirkan berkas permohonan pendaftaran izin. 
f. Berkas permohonan pendaftaran izin, formulir pemeriksaan/pengecekan berkas persyaratan dan lembar disposisi permohonan pendaftaran izin sebagaimana dimaksud pada huruf e, untuk selanjutnya oleh petugas loket pendaftaran dimintakan disposisi proses pengesahan diterima dan/atau ditolak pada formulir disposisi permohonan pendaftaran izin kepada Kasi Penerimaan dan Verifikasi Perizinan dan Non Peizinan.
g. Berdasarkan formulir pemeriksaan/pengecekan berkas persyaratan permohonan pendaftaran izin yang telah diberikan checklist kelengkapan persyaratan izin dan ditandatangani oleh Petugas loket pendaftaran dan berdasarkan disposisi proses pada formulir disposisi permohonan pendaftaran izin, maka formulir tanda terima berkas permohonan pendaftaran izin yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4, selanjutnya ditandatangani oleh Petugas loket pendaftaran untuk diserahkan kepada pemohon izin.
h. Formulir pengecekan berkas persyaratan dan formulir disposisi permohonan pendaftaran izin beserta berkas permohonan pendaftaran izin sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, untuk selanjutnya diserahkan oleh Petugas loket pendaftaran kepada petugas pengolahan dan penerbitan perizinan.
Pasal 29

(1) Petugas pengolahan dan penerbitan perizinan menyerahkan formulir pengecekan berkas persyaratan, formulir disposisi dan berkas permohonan pendaftaran izin kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan untuk diberikan disposisi mengenai pelaksanaan pengolahan dan penerbitan permohonan pendaftaran izin. 
(2) Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebelum memberikan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terlebih dahulu meminta disposisi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Peizinan dan/atau berdasarkan peraturan   perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan bahwa perizinan dapat langsung diterbitkan dan/atau terlebih dahulu dilaksanakan proses melalui Tim Teknis.
(3) Apabila berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada   ayat (2) ditetapkan bahwa perizinan dan non perizinan dapat langsung diproses tanpa melalui Tim Teknis, maka:
a. untuk perizinan yang dikenakan retribusi, Petugas pengolahan dan penerbitan melaksanakan entry data ke komputer untuk proses pencetakan penerbitan naskah surat keputusan izin untuk pemohon dan naskah surat keputusan izin yang menjadi arsip Dinas, penetapan retribusi dan SKRD;
b. untuk perizinan yang tidak dikenakan retribusi, petugas hanya melaksanakan proses pencetakan penerbitan naskah surat keputusan izin naskah izin yang menjadi arsip Dinas.
(4) Dalam hal proses dan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan bahwa proses perizinan melalui Tim Teknis, maka :
a. Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Peizinan menugaskan Petugas pengolahan dan penerbitan untuk melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis;
b. DPMPTSP dan Tim Teknis dapat melaksanakan rapat koordinasi dan dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan;
c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk selanjutnya Tim Teknis membuat rekomendasi teknis peninjauan lapangan sebagai bentuk persetujuan dan/atau penolakan permohonan perizinan yang  telah didaftarkan. 
d. Jika hasil rekomendasi Tim Teknis menyatakan penolakan, maka :
1. Petugas Pengolahan dan Penerbitan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Teknis peninjauan lapangan, membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Peizinan selaku Ketua Tim Teknis;
2. Petugas Pengolahan dan Penerbitan meneruskan surat penolakan berdasarkan hasil Rekomendasi Tim Teknis peninjauan/pemeriksaan lapangan kepada petugas loket pendaftaran untuk diserahkan kepada pemohon.
e. Apabila hasil rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyatakan persetujuan untuk diterbitkannya perizinan, maka Petugas Pengolahan dan Penerbitan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Teknis peninjauan lapangan melaksanakan entry data ke dalam komputer untuk proses pencetakan penerbitan naskah surat keputusan izin untuk pemohon dan naskah surat keputusan izin yang menjadi arsip Dinas, penetapan retribusi dan SKRD, dan/atau untuk perizinan yang tidak dikenakan retribusi hanya melaksanakan proses pencetakan penerbitan naskah surat keputusan dan izin naskah izin yang menjadi arsip Dinas.
(5) Untuk proses perizinan yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf e, maka untuk selanjutnya dilaksanakan proses sebagai berikut:
a. Petugas Pengolahan dan Penerbitan menyerahkan hasil pencetakan penerbitan naskah surat keputusan izin untuk pemohon dan naskah surat keputusan izin yang menjadi arsip Dinas, penetapan retribusi dan SKRD kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan untuk diperiksa dan ditandatangani sebagai bentuk penetapan biaya retribusi, memberikan paraf persetujuan pada SKRD dan naskah izin yang menjadi arsip Dinas;
b. Penetapan retribusi yang telah ditandatangani, SKRD dan naskah izin yang telah diparaf untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk diperiksa dan ditandangani pada Penetapan biaya retribusi dan SKRD, dan memberikan paraf persetujuan pada naskah izin yang menjadi arsip Dinas;
c. Apabila proses sebagaimana dimaksud pada huruf  b telah selesai dilaksanakan, SKRD yang telah ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan oleh petugas pengolahan dan penerbitan kepada petugas loket pembayaran;
d. Petugas loket pembayaran memberikan SKRD kepada pemohon yang akan melaksanakan pembayaran retribusi, apabila pemohon telah melaksanakan pembayaran retribusi maka diberikan tanda terima pembayaran retribusi oleh petugas loket pembayaran. 

(6) Untuk perizinan yang tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf e, maka untuk selanjutnya dilaksanakan proses sebagai berikut :
a. Petugas Pengolahan dan Penerbitan menyerahkan hasil pencetakan penerbitan naskah surat keputusan izin untuk pemohon dan naskah surat keputusan izin yang menjadi arsip Dinas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan untuk diperiksa dan diberikan paraf persetujuan pada naskah izin yang menjadi arsip Dinas;
b. Naskah surat keputusan izin untuk pemohon dan naskah surat keputusan izin yang menjadi arsip Dinas yang telah diberikan paraf persetujuan oleh Kasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Peizinan untuk diperiksa dan diberikan paraf persetujuan pada pada naskah surat keputusan izin yang menjadi arsip Dinas.

(7) Apabila proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) telah selesai dilaksanakan, maka untuk selanjutnya Petugas Pengolahan dan Penerbitan memintakan paraf persetujuan dari Sekretaris Dinas pada naskah surat keputusan izin untuk pemohon dan naskah surat keputusan izin yang menjadi arsip Dinas.
(8) Apabila proses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah selesai dilaksanakan, maka untuk selanjutnya Petugas Pengolahan dan Penerbitan memintakan tandatangan dari Kepala Dinas pada Naskah  surat keputusan izin untuk pemohon dan naskah surat keputusan izin yang menjadi arsip Dinas sebagai bentuk persetujuan penerbitan izin.
(9) Apabila proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b telah selesai dilaksanakan, penetapan retribusi yang telah ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan oleh Petugas Pengolahan dan Penerbitan kepada petugas loket pembayaran.
(10) Surat keputusan izin untuk pemohon yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk selanjutnya diserahkan oleh petugas pengolahan dan penerbitan kepada petugas loket pengambilan untuk diserahkan kepada pemohon izin setelah pemohon izin terlebih dahulu melaksanakan pembayaran retribusi pada loket pembayaran dan menunjukan tanda bukti telah membayar retribusi.
(11) Surat keputusan izin yang menjadi arsip Dinas dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta berkas permohonan pendaftaran izin, untuk selanjutnya diserahkan oleh petugas pengolahan dan penerbitan kepada Arsiparis Dinas untuk diarsipkan.
(12) Petugas loket pembayaran memberikan penetapan retribusi kepada pemohon yang akan melaksanakan pembayaran retribusi, apabila pemohon telah melaksanakan pembayaran retribusi maka diberikan tanda terima pembayaran retribusi oleh petugas loket pembayaran.
(13) Pemohon yang telah menerima tanda terima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas), untuk selanjutnya menyerahkan tanda terima pembayaran retribusi kepada petugas loket pengambilan untuk melaksanakan pengambilan surat keputusan izin yang telah terbit.

BAB VII
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK
(ONLINE SINGLE SUBMISSION / OSS)

Pasal 30

(1) Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas :
a. Izin Usaha; dan 
b. Izin Komersial atau Operasional.
(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Izin Lokasi;
b. Tanda Daftar Gudang (TDG);
c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
d. Izin Usaha Peternakan;
e. Izin Mendirikan Rumah Sakit (kelas C dan kelas D Pratama);
f. Izin Apotek;
g. Izin Toko Obat;
h. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan;
i. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan;
j. Izin Usaha Simpan Pinjam; dan
k. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Dalam Negeri, Perima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam Negeri.

(3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Izin Operasional Rumah Sakit (kelas C dan kelas D Pratama);
b. Izin Operasional Klinik;
c. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus.

Pasal 31

(1)  Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas :
a. Pelaku Usaha Perseorangan; dan 
b. Pelaku Usaha Non Perseorangan.

(2)  Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3)  Pelaku Usaha Non Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : 
1. Perseoran terbatas ;
2. Perusahaan umum ; 
3. Perusahaan umum daerah ; 
4. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara ;
5. Badan layanan umum ;
6. Lembaga penyiaran ; 
7. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan ;
8. Koperasi ;
9. Persekutuan komanditer (commanditaire uennootschap) ;
10. Persekutuan firma (uenootschap onderfirmal) ; dan
11. Persekutuan perdata.

Pasal 32

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

		Pasal 33

Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mendapatkan NPWP.

Pasal 34

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga sebagai : 
a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan               perundang-undangan di bidang Tanda Daftar Perusahaan; 
b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan                perundang-undangan di bidang perdagangan; dan 
c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 35

(1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan; atau 
b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan. 
(3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan terdiri atas:
a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau 
b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana. 

Pasal 36
(1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada: 
a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan;
b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
(2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan: 
a. Izin lokasi; 
b. lzin Lokasi Perairan; 
c. Izin Lingkungan; dan/atau 
d. IMB;
berdasarkan Komitmen.
(3) Setelah pelaku usaha memenuhi komitmen dengan lengkap dan benar, maka DPMPTSP wajib memberikan notifikasi atas pemenuhan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 37

(1) Pemohon membuat akun email.
(2) Setelah membuat akun, pemohon melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
(3) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud  pada       ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan:
a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan;
b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire uennootschap), persekutuan firma (uenootschap onder ftrma) atau persekutuan perdata;
c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.
(4) Setelah mendapatkan NIB, pemohon menyampaikan NIB dimaksud kepada DPMPTSP untuk dilakukan proses perizinannya. 

Pasal 38

Pemohon yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.


BAB VIII
PERIZINAN TUNGGAL DAN PARALEL

Pasal 39

(1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
a. Perizinan dan non perizinan tunggal atau satu jenis perizinan dan Non Perizinan tertentu;

b. Perizinan dan non perizinan paralel atau untuk beberapa perizinan dan non perizinan yang berkaitan.

(2) Dalam hal  pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan untuk beberapa perizinan dan non perizinan yang berkaitan secara pararel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. Kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan dan non perizinan yang dimohon berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. Proses pemeriksaan dan/atau peninjauan lapangan dilakukan untuk kepentingan semua jenis perizinan dan non perizinan yang dimohon.

(3) Bentuk dan format formulir permohonan untuk perizinan dan non perizinan tunggal dan paralel dapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang–undangan dengan ketentuan nama lembaga disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
     

BAB IX
MEKANISME PENYELENGGARAAN, PERSYARATAN, RETRIBUSI, MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN PENGARSIPAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 40

Mekanisme/alur bagan umum proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 28 dan Pasal 36 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan, Retribusi, Masa Berlaku, Jangka Waktu
Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 41

Persyaratan, retribusi, masa berlaku dan jangka waktu penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB X
PEMBERIAN SALINAN / DUPLIKAT SURAT KEPUTUSAN PERIZINAN NON PERIZINAN YANG HILANG DAN RUSAK 
SERTA LEGALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Salinan / Duplikat Surat Keputusan Perizinan dan Non Perizinan Yang Hilang dan Rusak 

Pasal 42

(1) DPMPTSP dapat memberikan salinan / duplikat surat keputusan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam    Pasal 3 huruf d kepada pemohon.
(2) Untuk salinan/duplikat surat keputusan perizinan dan non perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan:
a. surat permohonan (bermaterai Rp. 6.000,-);
b. surat pernyataan dari pemohon;
c. fotokopi KTP pemegang izin;
d. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahaan serta Akta Pengesahannya (bagi perusahaan yang berbadan hukum);
e. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; dan
f. apabila yang mengurus/mengajukan/dikuasakan permohonan salinan/duplikat dilakukan oleh bukan pemilik/pemegang izin, maka wajib melampirkan surat kuasa dari pemilik/pemegang izin dan fotokopi KTP penerima kuasa.
(3) Untuk salinan/duplikat surat keputusan perizinan dan non perizinan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan:
a. surat permohonan (bermaterai Rp. 6.000,-);
b. surat pernyataan dari pemohon;
c. fotokopi KTP pemegang izin;
d. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahaan serta Akta Pengesahannya (bagi perusahaan yang berBadan hukum);
e. menyerahkan surat izin asli yang rusak;
f. apabila yang mengurus/mengajukan/dikuasakan permohonan salinan/duplikat dilakukan oleh bukan pemilik/pemegang izin, maka wajib melampirkan surat kuasa dari pemilik/pemegang izin dan fotokopi KTP penerima kuasa.

Bagian Kedua
Legalisasi Surat Keputusan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 43

(1) Dinas dapat memberikan legalisasi surat keputusan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3   huruf d kepada pemohon.

(2) Pemohon yang akan melaksanakan proses legalisasi surat keputusan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan :
a. Surat Permohonan (bermaterai Rp. 6.000,-);
b. surat pernyataan dari pemohon;
c. Foto copy KTP pemegang izin;
d. Memperlihatkan Surat Izin asli;
e. Foto copy Surat Keputusan Izin.
f. Apabila yang mengurus/mengajukan/dikuasakan permohonan salinan/duplikat dilakukan oleh bukan pemilik/pemegang izin, maka wajib melampirkan surat kuasa dari pemilik/pemegang izin dan fotokopi KTP penerima kuasa.






BAB XI
PENOLAKAN PENDAFTARAN DAN PENCABUTAN
SURAT KEPUTUSAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Penolakan Permohonan Pendaftaran 
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 44

(1) Dinas dapat menolak permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila:
a. Tidak memenuhi persyaratan administratif dan/atau teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kondisi riil/nyata dilapangan tidak sesuai dengan keterangan pada berkas permohonan pendaftaran penerbitan perizinan dan non perizinan yang diajukan berdasarkan hasil peninjauan/rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
b. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam berkas permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan terbukti tidak benar dan/atau terdapat penyimpangan yang berhubungan dengan pemalsuan keterangan/dokumen persyaratan pada saat proses permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara sengaja oleh pemohon dan/atau korporasi;
c. Terjadi sengketa antara pemohon dan/atau korporasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan izin yang diajukan pada saat pendaftaran perizinan berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta yang ada; dan/atau
d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Keputusan penolakan pendaftaran perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas :
a. Alasan- alasan hukum sehingga dilakukan penolakan; dan
b. uraian fakta-fakta yang menunjukan dasar penolakan.

Bagian Kedua
Pencabutan Surat Keputusan 
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 45

(1) Dinas dapat mencabut surat keputusan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f kepada pemohon.
(2) Dinas dapat mencabut surat keputusan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada    ayat (1), apabila:
a. berdasarkan  permohonan dari pemilik izin dan/atau korporasi pemilik izin;
b. terdapat kekeliruan atau kecurangan pada saat proses permohonan pendaftaran izin yang dilakukan secara sengaja dilakukan oleh pemohon, dan/atau setelah surat keputusan perizinan dan non perizinan diterbitkan, terdapat dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam berkas permohonan pendaftaran izin terbukti tidak benar dan/atau terdapat penyimpangan yang berhubungan dengan pemalsuan keterangan/dokumen persyaratan;
c. terdapat kekeliruan atau kesalahan secara administratif pada saat pelaksanaan proses administrasi perizinan dan non perizinan oleh Dinas dengan dasar untuk perbaikan atau revisi;
d. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan perizinan dan non perizinan yang  telah diterbitkan atau peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan/atau kondisi riil/nyata dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan dan/atau terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan/kajian/rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait dan/atau Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 
e. terjadi pencabutan dan/atau perubahan legalitas pada dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam berkas permohonan penerbitan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pencabutan surat keputusan perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui koordinasi dan/atau berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
(4) Pencabutan surat keputusan perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh melalui Keputusan Kepala Dinas.
(5) Keputusan pencabutan surat keputusan perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas :
a. alasan– alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan; 
b. uraian fakta–fakta yang menunjukan perlunya pencabutan; dan 
c. akibat hukum dari pencabutan.


BAB XII
PELAYANAN PENGADUAN, ADVOKASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 46

(1) DPMPTSP menyediakan loket pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

(2) Pengaduan terhadap proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan secara tertulis dan/atau lisan melalui loket pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang pengaduan dan/atau media pengaduan yang disediakan oleh Dinas.

(3) Petugas loket pengaduan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 13 ayat (2) huruf d adalah petugas pelaksana pelayanan pengaduan pada Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal.

(4) Ketentuan pelayanan pengaduan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.


Bagian Kedua
Advokasi

Pasal 47

Advokasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan PTSP dilaksanakan melalui Tim Task Force Kabupaten Cirebon.


Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 48

(1) Dinas wajib melakukan evaluasi hasil pelayanan kepada masyarakat melalui penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal serta dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang independen. 


BAB XIII
TATA HUBUNGAN KERJA DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu
Tata Hubungan Kerja

Pasal 49

SKPD yang menjadi tim teknis atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan pada DPMPTSP, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis atas perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sesuai bidang tugasnya.








Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 50

Kepala Dinas membuat laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.


Pasal 51

Kepala Dinas wajib memberikan laporan penerbitan perizinan dan non perizinan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada SKPD terkait perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP sesuai bidang tugasnya.


Pasal 52

Ketentuan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam    Pasal 48 dan Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.



BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan berusaha, Bupati membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Apabila penyelenggaraan pelayanan Perizinan melalui OSS tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penyelenggaraan pelayanan Perizinan melalui OSS dapat dilaksanakan dengan sistem online dan/atau secara manual dengan persyaratan penerbitan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 55

Permohonan yang sudah diterima dan belum diproses sebelum berlakunya peraturan ini, maka persyaratan dan penerbitan perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat berkas permohonan diterima.
Pasal 56

Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya izin.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru Perumahan MBR dengan persyaratan penerbitan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II mulai berlaku setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu.


Pasal 58

(1) Pembayaran retribusi melalui Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dilakukan melalui loket pembayaran di DPMPTSP.


Pasal 59

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru Perumahan MBR dengan persyaratan penerbitan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini mulai berlaku setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu.


Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 April 2019

Pj.BUPATI CIREBON,


TTD

   DICKY SAROMI



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
              
                           ttd

       RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 17 SERI E
2
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